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PENUTUP 

1. Simpulnn 

a. 	 Pengaturon jangka wal:tu tunggu bagi janda yang baru putus perkawinannya 

datam Peraturan Perundang-undangan pada awalnya dimaksudkan untuk 

menghindari adanya percampuran darah (confusio sanguinis) antara si janda 

dengan bekas suaminya. Namun dengan adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tcknologi di bidang kcdokteran kandungan yang dapat 

mendeteksi kehamilan seorang wanita dalam waktu yang relatif singkat (hanya 

bcbcrapa had). disini menimbulkan anggapan bahwa sepertinya maksud 

pcngaturan jangka waktu tunggu tersebut di alas sudah tidak reievan lagi. 

Dalam hal inilah kemudian timbul suatu problem yuridis mengcnai perlu / 

tidaknya pengaturan jangka waktu tunggu bagi janda yang baru putus 

perkawinannya. 

b. 	Dalam realitanya tidak jarang ketentuan jangka waktu tunggu yang ditetapkan 

dalam Peraturan Perundang-undangan tcrsebut oteh scorang janda dilanggar. 

Hal demikian ini tentunya akan menimbulkan problematika hukum berkaitan 

dcngan pcrkawinan yang dilangs.ungkan oleh janda tersebut sebelum waktu 

tunggunya habis. daIam artian disini apakah perkawinan yang dilangsungkan 

olch janda tcrsebut bata!. dapat Jibatalkan, ataukah justru tetap sah. 
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2. ~arfln 

a. 	 Jangka waktu tunggu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan 

yang sckarang ini berlaku tetap pcrlu diberlakukan tcrhadap janda-janda yang 

baru putus perkawinannya dengan tanpa mengubah ketentuan lamanya jangka 

waktu tunggu yang telah ditetapkan, dan ketentuan ini hendaknya diberlakukan 

tidak hanya terhadap janda yang putus perkawinannya karena kematian dan 

perceraian (sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan). tetapi 

juga diberlakukan terhadap "'Yf4tlita" yang putus perkawinannya atas keputusan 

pengadilan ( hal ini belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan ). 

mengingat pengaturan ini bila di lihat dari konsep agama, hukuril. maupun 

kultural bangsa kita sangat sesuai, dengan didasarkan pada pertimbangan rasio 

atau tatar belakang yang sangat essensial bagi janda yang bersangkutan, yakni 

selain untuk menghindari adanya percampuran darah antara si janda dengan 

bekas suaminya, juga untuk memberikan kesempatan berpikir dalam rangka 

pembinaan rumah tangga kembali, serta untuk menunjukkan rasa duka cita atas 

kematian suaminya dalam hal perkawinan janda tersebut putus karena 

kematian. 

b. 	Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap pengaturan jangka waktu tunggu yang 

ditetapkan dalum Peraturan Perundang-undangan, maks sebaiknya segera 

.dimintakan pembatatannya kepada Pengaditan yang berwcnang, mengingat hal 

ini menyangkut syarat-syarat perkawinan yang seharusnya tidak boleh 

dilanggar sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Undang-undang Perkawinan. 
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